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Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI BANYUMAS,

bahwa untuk menunjang pelayanan pemberian
izin, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian dalam Penyelenggaraan Usaha
di Bidang Kesehatan, perlu adanya dukungan
masyarakat dalam bentuk retribusi;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi 1zin Penyelenggaraan Usaha di
Bidang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 46 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4139);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I

Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang
Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan

KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

IZIN PENYELENGGARAAN USAHA DI
BIDANG KESEHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

3. Bupatiadalah Bupati Banyumas.

4. Retribusidaerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.



10.

1.

12.

Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan
yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk
melakukan Penyelenggaraan usaha di Bidang Usaha
Kesehatan.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha, yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang dapat dikenakan
retribusi.

Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan dan
pemotongan retribusi tertentu.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Waijib
Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi Daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
retribusi yang terutang.



13.

14.

15.

16.

17:

18.

19.

20.

21.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang dan
jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang
terutang dan tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
Penghitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya
retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan
pembayaran maupun sanksi administrasi.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban
yang harus dipenuhi oleh Wajib retribusi sesuai dengan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi
Daerah ke kas daerah dan atau ke tempat lain yang ditunjuk
dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang
retribusi.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan.



BABII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang
Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian
Izin kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
Usaha di Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan perizinan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah terhadap Usaha penyelenggaraan di Bidang
Kesehatan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
Izin penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan
digolongkan sebagairetribusiperizinan tertentu.



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan
jumlah dan jenis perizinan yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi, sebagaimana tersebut
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(2) Besarnya tarif retribusi daftar ulang (Her Registrasi) adalah
sebesar 50% dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

BABVI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di Daerah.



BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI

Pasal 12

Masa Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan
adalah 5 (lima) tahun.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang
atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 14

Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 30 (Tiga puluh)
hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Pasal 15

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
disetor secara bruto ke Kas Daerah.

(M

(2)

3)

BAB Xl
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran.

Dalam waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan,
wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



BAB Xiil

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 18

(1)  Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi
Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak Surat Ketetapan Retribusi Daerah
diterbitkan, kecuali wajib retribusi dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
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Pasal 19

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan
keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya retribusi terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus sudah memberikan keputusan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) telah terlampauidan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian retribusi daerah dianggap dikabulkan dan
SKDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang retribusi tersebut.
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(6)

(1)

(2)

(M

Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua prosen) perbulan.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN
RETRIBUSI

Pasal 21

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa

setelah melampauijangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak

saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi

melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkansuratteguran, atau;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi
yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia
dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak
mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak
mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluarsa.
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Untuk memastikan keadaan waijib retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan
setempat terhadap wajib retribusi, sebagai dasar menentukan
besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.

Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya
dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau setelah adanya
penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan
retribusi oleh Dinas.

Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Dinas
membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis
retribusi yang berisi nama wajib retribusi, jumlah retribusi dan
keterangan mengenaiwajib retribusi.

Dinas menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi
kepada Bupati pada setiap akhir tahun takwim dengan
dilampirkan daftar penghapusan piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi
yang sudah kedaluwarsa.

Tata cara penghapusan piutang retribusi diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB XViI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4
(empat) kalijumlah retribusi yang terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
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BAB XVIIi
PENYIDIKAN

Pasal 24

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
retribusidaerah.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah:

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadilebih lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
dibidang retribusi;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud huruf e tersebut diatas;
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h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi;

i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya
dandiperiksa sebagaitersangka atau saksi;

J- Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undangan Nomor 8
Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengudangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.
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Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 April 2006

BUPATI BANYUMAS,
ttd.
ARIS SETIONO

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.

SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP. 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 SERIC
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Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 5Tahun2006

Tentang: Retribusi lzin Penyelenggaraan
Usaha di Bidang Kesehatan

TARIF RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG

KESEHATAN
No Jenis-Jenis lzin Besarnya Retribusi
1 Praktek bersama dokter umum Rp. 500.000,00
2. Praktek bersama dokter gigi Rp. 500.000,00
3. Praktek bersama dokter spesialis Rp. 1.500.000,00
4. Rumah Bersalin Rp.  800.000,00
5. Balai Pengobatan Rp.  500.000,00
6. Praktek Perorangan dokter umum Rp.  300.000,00
7. | Praktek Perorangan spesialis Rp. _ 600.000,00
8. Praktek Perorangan dokter gigi Rp.  300.000,00
9. |  PraktekBidan ] Rp.  75.000,00
10. Apotik Rp. 1.000.000,00
1. Kerja Apoteker Rp. 100.000,00
12. Asisten Apoteker " Rp.  75.000,00 |
13. Kerja Refraksionis Rp. 75.000,00
14, Optik Rp. 750.000,00
15.  Tukang Gigi dan Tekniker Gigi Rp.  75.000,00
16. Fisiotherapist Rp.  75.00000
17. Toko Obat Rp. 500.000,00
18. Laboratorium Klinik Swasta Rp. 1.000.000,00
19. Pusat Kebugaran Jasmani/Fitness Rp. 100.000,00 |
20. Perusahaan Pemberantasan Hama/
Pest Control Rp.  300.000,00
21 Depot Air Minum Isiulang Rp. 150.000,00
BUPATIBANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO
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